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BUPATI LEBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 23 TAHUN 2021 

TENTANG 

IMPLEMENTASI INSERSI PENDJDJKAN ANTI KORUPSI 
PADA SEKOLAH DJ KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang a bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di 
seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat 
penting untuk menciptakan peserta didik yang 
berkarakter moral anti korupsi; 

Mengingat 

b. bahwa daJam upaya menciptakan peserta didik yang 
berintegritas dan bermoral anti korupsi, diperlukan 
implementasi pendidikan anti korupsi melalui 
pendidikan formal dan non formal yang dilakukan 
melalui insersi Pendidikan Anti korupsi di sekolah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Lebong Tentang 
I mplementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pad a 
Sekolah di Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentuka n Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undan~ 
Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korup~i (Lembaran Negara Republik 
Indonesi Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); aran 



D 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Komisi 
Pemberantasan Tindal< Piclana J(orupRi (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negs:ira Repuhlik Indonesia Nomor 
4250), sebagaimana tclA.h diubah beberapa l<ali tcrakhir 
dengan Umdang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan J(edua Atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana J<orupsi (Lembaran 
Negara .Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran 
Negara .Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



9 . Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Stander Nnsionnl Pendidil<An (Lcmbnran Negara Republik 
lnclonesin Tnhun 2005 Nomor '1 1, TnmlJAhsrn Lembaran 
Ncgnro Rcpuhlik lndoncRin Nomor 1MCJ6l, Rchagaimana 
tclnh rliubnh hchcrnpn lmli tcrnkhir dcngnn Pcraturan 
Pcmcrintnh Nomor 13 Tnhun 2015 ten tang Pcru bahan 
Kedua atns Pcrnturnn Pcmcrintnh Nomor 19 THhun 2005 
tentang Standnr Nasional Pcndidiknn (Lcmbi:tmn Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

14. Pera tu ran Presiden Nmor 87 Tahun 2017 ten tang 
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2_015 ten tang Pem~entukan Produk Hukum 
Daerah (Senta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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Menetapkan 

16
· ~rn~umn Menter! Pcndlclllmn dnn l<cbudayaan Nomor 

22 1nh\ln ?.Otc; l<mtnnR Htnnclnr <Inn ProacH Pcndidil<an 
Dnsnr <Inn McncnRnh (Ucrltn Ncw1rn Rcpuhllk Indonesia 
1'nhun 201(, Nomor955); 

17. Pcrnturnn Mcntcrt Penclldllmn clnn KchucJnyenn Nomor :.w Tnhun 2018 tcntnng rcngunten Pcn<licJikon Karaktcr 
Pndn Sntunn Pcnclidiknn P'ormnl (Bcriln Negara Rcpuhlik 
lndoncsin Tnhun 2018 Nomor 782); 

18. Pcrnturnn Daen'\h l<nl>upntcn Lcbong Nomor 10 Tahun 
2016 tcnlnng Pcmbcntulrnn clan Susunan Pcrangkat 
Dnernh (Lcnwnrnn Dnernh l<abupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor 10); 

19. Peraturnn Bupati Lcbong Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
TugAs dan fi'ungsi Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan 
l(abupaten Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPA'fl LEBONG TENTANG IMPLEMENTASI 
INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH DI 
KABUPATEN LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4 . Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong. 
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah TK yang ada 

di Kabupaten Lebong. 
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah RA yang ada di 

Kabupaten Lebong. 
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah SD yang ada di 

Kabupaten Lebong. 
9. Madrasah lbtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah Ml yang ada di 

Kabupaten Lebong. 
10. Sekolah Menengah Pertama seJanjutnya disebut SMP adalah SMP yang 

ada di Kabupaten Lebong. 

' 
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11 . Madrasah TsR · h , 
K b · nnw,yn sclnnJutnyn clh1cbut MTS ndnlnh MTS yang ada di 

a upRten 1.chonR, 
12

· Penrlidiknn formnl ndnlnh »nt\11111 pcnclldlknn ynng lercliri atas TK/RA, 

SD/Ml dnn SMP/MTS di l<nhu1mt<•n Lchc,r1u 
13 P ~ · · . . · ,,.. 

· cn,,Hhknn non formnl nclnlnh l\nlunn pr.ncllcllknn ynnP, tcrdlrl atas 

PAU~. _Pnket /\, Pnkct 11 dnn Pnl«!t C ,II l<nh11p11tcn 1..chong. 

14. PcnciHllk ntn\l sclrn tnn lninnyn n<lnlnh tcnogn kcpcndidlknn yang 

bcrkunlifiknsi scbngni guru, doscn, l<0nRclor, pamonP, hclajnr, 

wictyRiswnrn, tutor. instrnktur, fasilltntor, dan Rchulon lnin yanP, 

scsuaidcngnn kckhususRnnyA, scrtn bcrparliRiposi dRlam 

menyelcnggaraknn pcndidilrnn . 
15. PesertR Didik adalah anggota masynrakal yang bcrusaha 

mengembangkan polensi diri melalui proses pcmhclajaran ya.ng tersedia 

pada jalur, jenjang da n jcnis pcndidikan lertcntu. 

16. lntegritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan 

dengan nilai-nilai universal. 
17. lmplementasi adalah penerapan/pclaksanaan rencana yang tclah 

disusun secara terperinci. 
18. lnsersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses 

pem belajaran. 
19. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter 

yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam 

diri peserta didik pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten 

Lebong. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan 

dalarn rangka lmplementasi Insersi Pendidikan Anti korupsi di Daerah. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia 

yang memiliki karakter Anti korupsi yang meliputi peserta didik pada 

pendidikan formal dan non formal di Daerah. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. implementasi insersi pendidikan anti korupsi; 

I 

I 



b . pkel~ksm,n implrmcnlnni lnn<-rAI pl"tlfllrltknn nnll kornp~I · 
C. Cl]AAAnin; ' 

d . rnonit_minR, <•vnh1nRi ttnn 1w-lr,1>ornn; ,Inn 
e . pt·mhll\ynnn . 

OAB Ill 
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDll<AN ANTI KORUPSI 

PArAgrnf 1 
Umum 

Pasa15 

lmplernentasi lnsersi Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan kepada Peserta 
didik pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Lebong. 

Paragraf 2 
Peserta Didik 

Pasal 6 

(1) lmplementasi lnsersi Pendidikan Anti korupsi pada pendidikan formal 
dan non formal di Kabupaten Lebong dilaksanakan melalui sistim 
pembelajaran : 
a . intrakurikuler; 
b . kokurikuler; dan 
c. ekstrakurikuler kepada peserta didik. 

(2) Intrakuriku1er sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
kegiatan utarna persekolah yang dilakukan dengan menggunakan 
alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. 

(3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati 
materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di 
dalam kelas. 

(4) Ekstrakuri.kuler sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf c adalah 
kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, 
mengembangkan nilai -nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih 
lanjut pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata 
pelajaran program inti dan pilihan. 

Pasal 7 

Komponen Implementasi lnsersi Pendidikan Anti korupsi rneliputi: 
a materi Pendidikan Anti korupsi disampaikan pada pendidikan formal 

dan non formal di Kabupaten Lebong; 
b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti korupsi 

pada kompetensi dasar yang relevan; 
c. pendidik pada pendidikan form~! dan non formal di Kabupaten Lebong 

melaksanakan proses pembelaJaran dengan mengintegrasikan mat · 
pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan; dan en 

d melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti· k . orups1. 



Pasal 8 

i:-ngkah lmpl~mentasi Insersi Pendidikan Anti korupsi : 
· men~a~alisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang 

pendtdtkan yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan 
;enetapk~ tujuan pembelajaran beserta indika tor pencapaian 

omp~tensmya dan menetapkan substansi pengetahuan, ketrampilan 
dan s1kap yang akan dibelajarkan. 

b . menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang 
menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar 
Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten 
serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan 
masyarakat; 

c. memilih media berupa referensi , pennainan, film, pengalaman nyata 
dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga 
menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; 

d . menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang 
akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses 
pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara 
periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan 
pencapaian hasil belajar; 

e. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk 
melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan 
menyenangkan; dan 

f. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke 
sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak 
melalui: 
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran 

sesuai jenjang pendidikan; 
2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Anti 

korupsi di tingkat sekolah antar Guru di satuan pendidikan; 
3. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan 
4. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional 

lainnya. 

BAB IV 
PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

Pasal 9 

( 1) ImpJementasi lnsersi Pendidikan. Anti korupsi sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh tenaga pendidik pada pendidikan 
formal dan non formal. 

(2) Tenaga Penctidik pada pendidikan formal dan non formal bertugas: 
a. merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format 

ses uai kebutuhan; 
b . membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan 

semua indera Peserta Didik; dan 
c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Anti 

korupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan 
semua pihak. 

(3) Guna kelancaran Lmplementasi Insersi Pendidikan Anti korup • 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekol~ 
pada pendidikan formal dan non formal. 



BAB V 
l<ERJA SAMA 

Pmml 10 

(1) Guna kelancAran I I 
korupsi da Rt . pe 8 <snnaa~ lmplcmentnsi lnRcrsl P(mdldik0n Anti 
Korupsi p R dtla_kuka n kcrJA sama dcnga n l<omhtl Pcmbcrnn tosan 
Organi . epu~hk Indonesia den l<cmente rian/Lcmha ga/ 

(2) p 
1 

sasi/Pemennta h Dacmh lain. 
ebak~naan ketja sama lmplemcntasi lnsersl Pcndidikan Anti korupsi 

~e agrumana dimaksud pad a ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan 
·etentuan Peraturan Pernndang-undangan. 

BAB VI 
MONITOR1NG, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

(1) Monitoring dan evaJuasi pelaksanaan Implementasi lnsersi Pendidikan 
Anti korupsi dilakukan oleh Bupati. 

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas. 

Pasal 12 

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Insersi 
Pendidikan Anti korupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

BAB VII 
PEMBTAYAAN 

Pasal 13 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lebong. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAJN 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum diatur dalam Peraturan Bupati 
ini, akan diatur lebih lanjut oleh kepa1a dinas. 



BABIX 
PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bu ti • . . 
pa m1 mula1 berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap ora . . 
Bu . . . ng mengetahumya , memenntahkan pengundangan Peraturan 

pati tnl dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupa ten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 15 Juni 2021 

7'--B ATI LEBONGr 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 15 Juni 2021 

TARIS DAERAH 

~~::t:i:::~ LE ONG, 

H . MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 23 

PEMERINiAH KABUPAiEN LEBONG 

BAGlf.\N HHKUM ) 
PENELAAH PRODUK HUKUM 

KABVPAiEt~ LEeCNG __ .J_.,;;:__ ______ -'-_ 


